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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan   perjanjian   dalam   perdagangan   yang   sangat   cepat   dan   

terus meningkat  karena  perjanjian  atau  kontrak  merupakan  sarana  sosial  

dalam  peradaban manusia  untuk  mendukung  kehidupan  manusia  sebagai  

makhluk  sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksistensi perjanjian atau kontrak bagi  

kehidupan manusia karena dapat  memfasilitasi  kebutuhan hidup dan kepentingan 

manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 

Suatu perjanjian melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sesuatu 

yang merupakan hak bagi suatu pihak dalam perjanjian akan merupakan 

kewajiban bagi pihak lain. Saat ini ketentuan hukum perjanjian yang banyak 

digunakan di Indonesia adalah ketentuan Buku III KUHPerdata tentang perikatan. 

Salah satu asas utama yang m elandasi hukum perjanjian adalah asas kebebasan 

berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan bahwasanya semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang 

membuatnya. Berdasarkan pasal dalam KUHPerdata tersebut dapatlah dikatakan 

berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya 

asas kebebasan berkontrak.  
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Asas kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan kelanjutan asas 

kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan dan kemudian 

membedakannya dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan 

bawahan.1 Sekalipun asas ini dinyatakan sebagai asas yang penting dalam hukum 

perdata, namun berlakunya asas ini bukan satu-satunya yang harus diperhatikan 

melainkan juga harus memperhatikan asas-asas yang lain terutama jika dikaitkan 

dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas 

moral dan asas kepatutan. 

Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang 

mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Satu hal yang 

patut diperhatikan adalah bahwa asas tersebut adalah mengasumsikan ada posisi 

tawar yang seimbang di antara para pembuat kontrak.2 Asas kebebasan berkontrak 

ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian 

Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, hukum tidak hanya mengakui jenis 

jenis perjanjian yang diatur dan diberi nama dalam Undang-Undang tetapi juga 

mengakui dan memberikan akibat terhadap perjanjian yang dibuat para pihak 

sekalipun jenis perjanjian tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang.  

Dalam kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian  

mempunyai posisi tawar seimbang. Pada perjanjian yang demikian pihak yang 

mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih menentukan isi perjanjian3. 

                                                             
 1 Mufidi, Muhammad Faiz, Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise Sebagai 

Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi, Disertasi, Universitas Padjajaran, 2008, hlm. 24. 

 2 Ibid, hlm. 12. 

 3 Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pembatasan Asas  “Freedom Of Contract” Dalam 

Perjanjian Komersia, https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-

perjanjian-komersial/, diakses tanggal 26 Maret 2023. 
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Tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan syarat dan ketentuan 

(klausula) untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian yang isinya 

terlebih dahulu telah ditentukan atau dibuat oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi 

kepada konsumen sebagai pengguna jasa. Salah satu jenis jasa tersebut adalah jasa 

laundry. Usaha ini sangat diminati terutama oleh mahasiswa dan ibu rumah 

tangga yang tidak mempunyai waktu luang untuk mencuci pakaian mereka. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang mempengaruhi 

masyarakat Indonesia, sehingga pada akhirnya masyarakat Indonesia lebih 

memilih hidup dengan cara cepat, efisien dan murah.  

Usaha jasa laundry memberikan dampak positif bagi masyarakat karena 

membantu masyarakat dalam meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang 

mana semula mencuci pakaian dikerjakan sendiri menjadi tidak lagi, sehingga 

lebih cepat dan efisien dalam waktu serta tenaga.4 Persaingan pun tidak dapat 

dihindari ketika jumlah usaha jasa laundry semakin meningkat dari waktu ke 

waktu. Meningkatnya jumlah usaha jasa ini, maka orientasi untuk mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya dari para pelaku usaha jasa laundry merupakan 

hal yang wajar, karena hal itu merupakan salah satu daya tarik ketika seseorang 

ingin mendirikan usaha jasa laundry.  

Jasa laundry pertama kali muncul di Negara Amerika dan menyebar hingga 

ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Pada saat itu sangat banyak imigran Cina 

yang datang ke Amerika karena adanya penyediaan tenaga kerja dan industri 

pertanian. Kemudian para imigran ingin membebaskan diri dan memulai hidup 

                                                             
 4Admin bisnis laundry, Sejarah Usaha Laundry dan Bisnis Laundry 

www.bisnislaundry.co.id, 2017, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022. 



4 

 

 
 

yang lebih baik karena keadaan negara yang sedang kacau. Namun, pada tahun 

1850 imigran Cina tidak diizinkan untuk menjadi warga negara dan pada tahun 

1851 Wah Lee yang merupakan salah satu imigran Cina di Amerika membuka 

sebuah jasa laundry tangan di negara itu. Ia adalah orang pertama yang 

menjalankan bisnis laundry.  

Laundry imigran berkembang biak di seluruh kota-kota Amerika abad ke-20. 

Metode pencucian mekanis sudah menjadi hal yang lumrah pada mesin cuci 

modern berkat kemajuan teknologi. Untuk mensimulasikan aksi papan cuci, mesin 

ini biasanya memiliki agitator listrik. Sudah jelas sejak awal bahwa kekuatan otot 

manusia dibutuhkan untuk menjalankan mesin tersebut. Siklus berikutnya, siklus 

rotasi yang melibatkan penggunaan tenaga dari laras berongga untuk berputar 

dengan kelebihan air yang dihasilkan dilepaskan. Selain itu, Indonesia bergabung 

dengan jajaran negara maju lainnya yang memperluas industri jasa mereka dengan 

menciptakan teknologi mutakhir yang mempermudah dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 5 

Penyedia layanan laundry sering kali memberlakukan perjanjian baku secara 

sepihak tanpa bernegosiasi dengan pelanggan sebagai bagian dari operasi bisnis 

sehari-hari. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen telah diatur tentang hak-hak konsumen, tetapi masih ada pelaku usaha 

yang mencantumkan klausula-klausula yang menunjukkan lepasnya tanggung 

jawab pelaku usaha terhadap pelayanan yang kurang baik.  

                                                             
 5 Marikxon, Peluang usaha Laundry Kiloan, https://www.maxmanroe.com/super-

washlaundrypeluang-usaha-laundry-kiloan.html, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022. 
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Akibat ketidaktahuan konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen 

mengakibatkan konsumen menjadi korban pelaku usaha yang tidak bertanggung 

jawab atas kelalaiannya. Pakaian yang berubah warna, pakaian yang hilang, dan 

pakaian yang diperdagangkan dengan konsumen lain semuanya dihitung sebagai 

kerugian. Hal ini dikarenakan operator jasa laundry biasanya membuat perjanjian 

tertulis yang ditempel di dinding ruang laundry dan dicetak di struk laundry. 

Contoh nota laundry yang mencantumkan isi dari perjanjian baku sebagai berikut: 

Gambar 1.  

Nota Laundry 

 
 

Sumber: Nota Pasti Fresh Laundry Indralaya  

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa ada beberapa klausul-klausul 

yang sering menjadi isi dari nota perjanjian usaha jasa laundry pada umumnya 

sebagai berikut: 

a. Pengambilan cucian harus dengan nota asli 

b. Pegawai laundry tidak bertanggung jawab bila terjadi susut/luntur 

disebabkan sifat bahannya 

c. Pegawai laundry tidak bertanggung jawab atas pakaian tidak diambil 

dalam jangka waktu 10 hari 
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d. Bila jumlah cucian tidak dihitung oleh pelanggan, maka jumlah cucian 

yang dihitung oleh pegawai laundry yang dianggap benar 

e. Customer dianggap menyetujui syarat dan ketentuan diatas bila 

menggunakan jasa  

Padahal dalam perjanjian jasa laundry, para pihak masing-masing 

mempunyai hak dan kewajiban. Hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai 

permintaan atau memilih jenis wewangian merupakan contoh hak yang dinikmati 

oleh penerima pelayanan. Kewajiban pengguna jasa, yaitu wajib membayar uang 

muka dan wajib melunasi sisa pembayaran saat pengambilan pakaian. Pengusaha 

yang menyediakan jasa pencucian berhak atas uang muka dan pilihan untuk 

mengambil sisa dana jika terjadi kekurangan.  

Pengusaha yang menyediakan jasa cuci bertanggung jawab untuk melakukan 

pengiriman barang (pakaian) secara individual pada waktu yang dijadwalkan. 

Ciri-ciri ini menunjukkan norma ekonomi dan stabilitas hukum yang berlaku di 

negara masing-masing. Perjanjian baku dianggap mendahulukan kepentingan 

pemilik usaha di atas konsumen dengan mengutamakan prinsip ekonomi dan 

kejelasan hukum. Dengan meminta konsumen hanya menyetujui persyaratan yang 

diberikan oleh pengusaha, kepentingan keuangan pengusaha terlindungi. 

Permasalahannya adalah bahwa di dalam praktek sebagian besar perjanjian 

antara konsumen dengan pelaku usaha jasa laundry adalah merupakan perjanjian 

baku yang syarat-syaratnya telah dibakukan terlebih dahulu oleh pengusaha dan 

konsumen hanya diberi pilihan menerima atau menolak. Klausula baku dalam 

perjanjian antara pelaku usaha jasa laundry dengan konsumen pengguna jasa 
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laundry terdapat dalam ketentuan layanan seperti apabila barang yang tidak 

diambil selama 10 hari (kerusakan/kehilangan) bukan tanggung jawab kami. 

Kenyataannya konsumen dapat saja lupa untuk mengambil pakaian yang telah 

dicuci karena kesibukannya atau aktivitas yang begitu banyak.  

Undang-Undang melarang penerapan perjanjian baku  dalam hal hubungan 

pelaku usaha dengan konsumen, maka pencantuman klausula baku harus 

memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwasanya untuk mencegah salah 

satu pihak menyalahgunakan posisi dominannya dalam menentukan isi suatu 

perjanjian baku dalam suatu transaksi perdagangan barang dan jasa,6 maka 

perjanjian baku harus menerapkan asas kesetaraan di antara para pihak. timbul 

kerugian yang diakibatkan kelalaian para pihak harus dimintakan 

pertnggungjawabannya kepada pihak yang salah dengan menerapkan sanksi yang 

adil menurut hukum.  

Untuk mencegah agar tidak kerugian bagi para pihak sebagai akibat 

pencantuman suatu klausul baku, tersebut juga mengakomodasi dengan adanya 

ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Kemudian dalam Pasal 52 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, 

tercantum tugas BPSK yaitu: memberikan konsultasi perlindungan konsumen, 

melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku, dan menerima 

                                                             
 6 David M. L. Tobing, “Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen”, PT Timpani 

Agung, Jakarta, 2007, hlm 47. 



8 

 

 
 

pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta 

tugas-tugas lainnya. 7 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang disampaikan tersebut, 

alhasil penulis harus guna melaksanakan penulisan skripsi dengan judul Korelasi 

Antara Prinsip Kepastian Hukum dan Kebebasan Berkontrak dalam 

Perjanjian Baku Jasa Layanan Laundry. 

B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang yang sudah diejelaskan tersbeut, alhasil pokok 

permasalahan yang bakal didikusikan pada skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana korelasi antara prinsip kepastian hukum dan kebebasan berkontrak 

dalam perjanjian baku jasa layanan laundry? 

2. Bagaimana seharusnya substansi klausula baku yang dibenarkan oleh hukum 

untuk diberlakukan pada jasa layanan laundry? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan yang sudah dijelaskan, 

penulisan ini secara murni memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana korelasi antara prinsip 

kepastian hukum dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku jasa 

layanan laundry  

                                                             
 7 Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, “Pengawasan BPSK Terhadap Perjanjian Baku, 

Sriwijaya Law Conference”, 2016, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/780/ 

282, hlm. 7.  
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya substansi klausula 

baku yang dibenarkan oleh hukum untuk diberlakukan pada jasa layanan 

laundry 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kemajuan hukum perdata dan 

lebih khusus hukum perlindungan konsumen dan kemajuan hukum pada 

umumnya. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti lain yang 

ingin melakukan penelitian terhadap pengembangan dan/atau penguatan 

dengan bahasan yang serupa.  

c. Studi ini memperluas pemahaman teoretis dan praktis tentang bagaimana 

mengatur dan menerapkan studi semacam itu.  

2) Manfaat praktis  

a. Bagi Masyarakat Umum 

Pelanggan layanan laundry dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini 

dengan mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan hukum yang 

tersedia bagi mereka, serta langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika 

mereka mencurigai bahwa masalah tersebut merupakan akibat dari 

kelalaian pihak penyedia layanan.   
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b. Bagi Pelaku Usaha  

 Penelitian ini bermanfaat karena menginformasikan industri jasa laundry 

tentang tugas dan pengamanan yang harus ditegakkan untuk melindungi 

pelanggannya. 

c. Bagi Lembaga Perlindungan Konsumen 

 Lembaga perlindungan konsumen dapat menggunakan kajian ini untuk 

lebih melayani konsumen khususnya yang menggunakan jasa laundry 

dengan lebih memperhatikan hak-hak konsumen. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Bahan pembuatan skripsi ini perlu beragam untuk membantu mencapai hasil 

penelitian yang baik, memenuhi standar pembuatan skripsi yang menyeluruh, dan 

memudahkan pengumpulan dan pembahasan data. Penulisan skripsi ini mengkaji 

praktik perjanjian baku dan kewajiban pelaku usaha, ditinjau dari hukum 

perlindungan konsumen. 

F. Metode Penelitian 

1) Tipe Penelitian 

Skripsi ini merupakan kajian terhadap hukum normatif, yaitu hukum yang 

dipahami dalam salah satu dari dua cara: baik sebagai apa yang dinyatakan 

dalam undang-undang (law in books) atau sebagai standar atau norma yang 

menjadi tolok ukur perilaku manusia yang dianggap pantas.8 Pendekatan ini juga 

dikenal sebagai pendekatan perpustakaan karena melibatkan membaca buku, 

                                                             
 8 Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.  
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undang-undang, peraturan, dan makalah lain yang berkaitan dengan topik yang 

dibahas. 

2) Metode Pendekatan 

Penelitian skripsi ini memakai beberapa pendekatan sebagai berikut: 

a.  Pendekatan perundang-undangan (statute approach)  

 Untuk menerapkan strategi ini, peraturan dan ketentuan yang berlaku 

diperiksa secara menyeluruh.9 Pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dalam penulisan ini dilaksanakan dengan menganalisa 

peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)  

 Pendekatan konseptual merupakan metode ini merupakan terobosan 

terhadap konsep dan teori hukum kanonik. Peneliti dapat 

mengidentifikasi gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum 

kontemporer melalui penelusuran gagasan-gagasan dan doktrin-doktrin 

dalam ilmu hukum. Dengan pengetahuan mengenai pandangan-

pandangan dan teori-teori yang relevan, para peneliti dapat membangun 

argumen-argumen yang masuk akal secara hukum dalam membela 

                                                             
 9 Ibid, hlm.  93. 
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solusi-solusi yang mereka usulkan terhadap isu-isu yang ada.10 Pada hal 

ini penulis memakai konsep tentang perlindungan konsumen, kebebasan 

berkontrak, kepastian hukum dan perjanjian baku.  

3) Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Data ini dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber terkait hukum lainnya 

dengan menggunakan prosedur pengumpulan data penelitian perpustakaan 

standar. Sumber hukum berikut dikonsultasikan dalam mengembangkan masalah 

penelitian ini:11  

a. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah hal yang 

sama dapat dikatakan tentang dokumen hukum.12 Dokumen hukum 

primer mencakup hal-hal seperti undang-undang, catatan resmi, risalah 

tentang bagaimana undang-undang dan peraturan dibuat, dan keputusan 

pengadilan.13 penelitian ini menggunakan ketentuan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perjanjian baku dan perlindungan konsumen, 

yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang melengkapi 

bahan hukum dasar untuk tujuan analisis dan pemahaman. Sumber tidak 

resmi juga dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder karena potensi 

                                                             
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, 

hlm. 135. 
11 Ibid, hlm. 141. 
12 Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2003, hlm. 67. 
13 Ibid, hlm. 78. 
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signifikansi hukumnya. Buku, kamus, terbitan berkala, dan analisis 

putusan pengadilan merupakan contoh bahan referensi hukum.14 

c. Bahan hukum tersier, merupakan literatur pelengkap hukum yang 

memberikan pedoman dan konteks bagi sumber hukum primer dan 

tersier. 

4) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah proses yang dilalui peneliti untuk 

memperoleh informasi dari partisipan dan sampel penelitian. Teknik 

pengumpulan data merupakan diperlukan karena metode pengumpulan 

informasi ini akan menjadi landasan bagi instrumen ilmiah masa depan. 

Instrumen penelitian merupakan kumpulan instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi untuk suatu penelitian.15 

5) Teknik Analisis Bahan Hukum 

Secara khusus, penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif yang 

menghasilkan data deskriptif analitis mengenai substansi perilaku subjek 

yang jujur, seperti transkrip, wawancara, dan catatan lapangan.16 

6) Teknik Penarikan Kesimpulan 

Temuan penelitian menggunakan penalaran deduktif untuk menjawab topik 

penelitian yang ada dengan melakukan ekstrapolasi dari observasi yang luas 

ke detail yang lebih halus. 

                                                             
 14 Ibid, hlm. 85. 

 15 Kristanto, “Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah”, CV. Budi 

Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 36. 

 16 Ibid, hlm. 67. 
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